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Abstrak
 

Pemberian hibah dengan objek harta bersama dalam perkawinan semestinya dilakukan melalui persetujuan

antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun dalam beberapa kasus, pemberian hibah di mana

tanah merupakan objek hibah yang juga merupakan harta bersama, tidak dilakukan dengan persetujuan salah

satu dari pasangan dalam hubungan suami dan isteri, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor

167/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan

status hibah harta bersama yang diberikan tanpa persetujuan isteri dan tanggung jawab Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah melalui pemberian hibah yang dilakukan tanpa

persetujuan isteri. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum

melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis

secara kualitatif. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa status hibah atas harta bersama yang diberikan

tanpa persetujuan isteri adalah dapat dibatalkan. Hibah terhadap objek harta bersama yang diberikan dengan

tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah karena melawan hukum. Pada dasarnya, hibah dapat diberikan

secara cuma-cuma kepada siapa saja yang terkualifikasi sebagai penerima hibah. Namun, terhadap objek

harta bersama, pemberian hibah harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak yakni suami dan isteri.

Selain itu, PPAT dalam peralihan hak atas tanah melalui pemberian hibah adalah untuk memastikan bahwa

semua dokumen yang merupakan persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi sebelum akta

dibuat. Pembuatan akta harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat-

syarat dalam pembuatan akta hibah. Sebelum pembuatan akta, PPAT wajib dengan teliti mencek dokumen-

dokumen yang diberikan penghadap kepadanya. Apabila, syarat subjektif dalam sebuah akta tidak sesuai

dengan fakta yang sebenarnya, maka akta tersebut dapat dibatalkan sehingga kekuatan pembuktian akta

tersebut menjadi di bawah tangan. Batalnya suatu akta akan menimbulkan tanggung jawab PPAT yang

membuat akta tersebut. Tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan suatu akta hibah adalah sanksi perdata

yakni batalnya akta itu sendiri dan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat akta tersebut.

......Granting grants with the object of joint property in marriage should be done through the consent of both

parties, both husband and wife. However, in some cases, the granting of grants where land is the object of

the grant which is also joint property, is not made with the consent of one of the partners in the relationship

of husband and wife, as found in Decision Number 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Therefore, the issues raised in

this research are related to the status of joint property grants given without the consent of the wife and the

responsibility of the Land Deed Official (PPAT) in the transfer of land rights through grants made without

the consent of the wife. This doctrinal legal research is conducted by collecting legal materials through

literature study. Secondary data in the form of legal materials are then analyzed qualitatively. From the

results of the analysis, it can be stated that the status of grants on joint property given without the consent of
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the wife is cancelable. Grants of joint property objects given without the consent of the wife are invalid

because they are against the law. Basically, grants can be given freely to anyone who qualifies as a grantee.

However, for the object of joint property, the grant must have the consent of both parties, namely the

husband and wife. In addition, PPAT in the transfer of land rights through grants is to ensure that all

documents that constitute the applicable requirements and conditions have been fulfilled before the deed is

made. The making of the deed must comply with the applicable laws and regulations and fulfill the

requirements in making the grant deed. Before making the deed, the PPAT is obliged to carefully check the

documents provided by the confronter. If the subjective requirements in a deed do not match the actual facts,

then the deed can be canceled so that the evidentiary power of the deed becomes under hand. The

cancellation of a deed will lead to the responsibility of the PPAT who made the deed. The PPAT's

responsibility for canceling a grant deed is a civil sanction, namely the cancellation of the deed itself and

compensation for losses arising from the deed.


